BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti
menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau
Limboto Di Provinsi Gorontalo yang memuat tentang strategi
konservasi sumber daya alam harus memenuhi beberapa hal yang
bersifat teknis seperti dukungan anggaran serta dukungan standar
operasional prosedur sebagai pendukung dalam mewujudkan Danau
Limboto yang lestari sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan
daerah ini.

2. Bahwa ada pun Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam
Mengimplementasikan Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau
Limboto Di Provinsi Gorontalo yaitu faktor budaya, pengetahuan,

lingkungan dan ekonomi.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran
sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan Implementasi Peraturan Daerah Terhadap
Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo maka perlunya
dukungan anggaran yang lebih untuk membiayai berbagai masalah
teknis terkait konservasi DanauLimboto. Kemudian harus terdapat
standar operasional prosedur yang jelas sebagai pedoman atau acuan
dalam pelaksanaan konservasi Danau Limboto serta harus ada
koordinasi dan juga sinergitas antara lembaga-lembaga pemerintah
terkait dalam melakukan konservasi terhadap penanganan Danau
Limboto dan yang terakhir harus ada pengawasan dan evaluasi terhadap
Danau Limboto sehingga kerusakan Danau limboto di bagian Hutan di
sepanjang DAS dan menurunnya populasi ikan yang ada di Danau
Limbotoa kibat penggunaan alat tangkap dan budidaya ikan yang tidak
ramah lingkungan dapat dicegahdan para pelaku harus diberikan sanksi
tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengantisipasi Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam
Mengimplementasikan Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau
Limboto Di Provinsi Gorontalo pertama harus ada sosialisasi dari
pemerintah terkait lingkunganDanauLimboto. Kedua memberikan
pembelajaran berupa kursus-kursus ataupun pelatihan terhadap

masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki keahlian dan juga
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keterampilan yang dapat bermanfaat dari segi ekonomi. Ketiga
pemerintah harus memberikan penghidupan yang layak terhadap
masyarakat sehingga mengatasi angka kemiskinan. Keempat membuka
lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat yang

dapat memberi manfaat dari segi ekonomi.
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